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NOTA DINAS
Nomor : 2237 /SJ/KP.01.07/12/2018

. 1. Sekretaris Ditjen/Itjen/Badan di lingkungan Kominfo;
2. Kepala Biro/Pusat di lingkungan Setjen Kominfo;
3. Sekretaris Dewan/Komisi di lingkungan Setjen Kominfo;
4. Direktur SDM dan Umum LPP RRI; dan
5. Direktur Umum LPP TVRI;
6. Direktur BAKTI

Dari . Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo

Hal

: Usulan Calon Penerima Tanda Kehormatan Tahun 2019

Tanggal . 21 Desember 2018

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2019, Menteri

Komunikasi dan Informatika setiap tahunnya mengusulkan kepada Bapak Presiden RI Tanda
Kehormatan kepada calon penerima Tanda Kehormatan di lingkungan Kementerian Kominfo,

ber
i

sama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

bahwa dalam rangka persamaan persepsi dan menjamin objektifitas serta transparansi
dalam proses pemberian Tanda Kehormatan baik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
maupun Pemangku Kepentingan (stakeholder) bidang komunikasi dan informatika telah
dikeluarkan Pedoman Sekretaris Jenderal Kominfo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tanda
Kehormatan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Pedoman Sekjen
Nomor 4 Tahun 2018 terlampir).

bahwa sesuai dengan Pedoman Sekjen tersebut pada setiap Unit Kerja perlu membentuk
Tim Penilai Unit Kerja yang bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan
umum dan khusus serta melakukan pengkajian terhadap materi uraian jasa calon
penerima Tanda Kehormatan.

Terkait dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan Surat Sekretariat Negara Nomor
-1453/Sesmilpres/GT.02.00/11/2018 tanggal 30 Nopember 2018 hal Pengajuan Usul
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Periode 2019, sebagai panduan dalam
melakukan pengusulan berkas Tanda Kehormatan yang berisi antara lain :

a. Kelengkapan administrasi (soft copy pdf dan hard copy) ;

b. Jangka waktu pengusulan;

c. Persyaratan termasuk format (format usulan point f no2): dan

d. Usulan.

Berkas usulan Calon Penerima Tanda Kehormatan yang telah memenuhi persyaratan
paling lambat usulan tersebut diterima Biro Kepegawaian dan Organisasi pada tanggal
28 Februari 2019. Apabila usulan dimaksud belum kami terima sampai batas waktu yang
telah ditentukan, akan diproses pada tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ismail

Tembusan Yth.
Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai laporan).
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Tanda Kehormatan Periode Tahun 2019

Para pejabat pada daftar terlampn

Merujuk pada dasar sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa. dan Tanda
Kehormatan,

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2009 tentang Gelar. Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-578/Seskab/X11/2010, tanggal 6 Desember 2010 tentang
acara menghadirkan Presiden untuk memberikan penghargaan

Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat kami sampatkan hal-nal sebagai berikul.

Dalam rangka penganugerahan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan pada peringatan
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2019 dan
penganugerahan gelar pada pernngatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2019 yang akan
datang atau hari-hari besar nasional/hari ulang tahun instansi yang bersangkutan mohon
kepada pimpinan lembaga negara/menten/pejabal setingkal menten/pimpmnan lembaga
pemerintah nonkementerian untuk mengusulkan para calon penenma Gelar. Tanda Jasa
dan/atau Tanda Kehormatan baik dari kalangan birokrat/pejabat maupun kalangan
nonbirokrat {tokoh masyarakat pengusaha. dll). yvang dinilai telah berjasa luar biasa atau
berjasa besar atau berjasa kepada negara dan bangsa sebagal bahan masukan untuk
dipertimbangkan oleh Dewan Gelar. Tanda Jasa. dan Tanda Kehormatan (Dewan GTK)

Jenis tanda kehormatan yang akan diberikan kepada calon penerima agar mengacu pada
Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Pemernntah Nomor 35 Tahun 2010, yang mengatur
tentang Tanda Kehormatan Sipil dan Tanda Kehormatan Militer

Untuk kelengkapan bahan sidang Dewan GTK diperlukan kelengkapan administrasi
diantaranya berkas usulan dilengkapi buku profil dengan format susunan sebagai berikut:

a. Biodata (orang/instansi):
b. Uraian jasal/prestasi,

c. Fotokopi kelengkapan administrasi (KTP., Skep Pengangkatan Pertama, Skep jabatan.
Skep Pangkal terakhir, dif);

d. Fotokopi surat rekomendasi dar pengusul/instansi yang lain,
e. Fotokopt hasil klarifikasi dari BIN. Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK.
Dokumentasi lain (fotokopi penghargaan, foto-foto kegiatan yang mendukung, dll)

Untuk tercapainya ketepatan dan keakuratan dalam pemrosesan usulan Gelar, Tanda Jasa,

dan Tanda Kehormatan maka diperlukan adanya ketentuan dalam pengusulan. sebagai

berikut:

a. Surat usul ditandatangan oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pejabat setingkat
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementenan yang diajukan secara selektf
dan setelah melalui pengkajian/penelitian Tim Penghargaan Instansi yang bersangkutan;



2.

b. Khusus usulan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan yang penyematannya akan
dilaksanakan oleh Presiden RI, selain harus dilakukan peninjauan langsung juga
dilampirkan klarifikasi dari Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung RI, Kepala
Kepolisian Negara RI, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. Khusus untuk Tanda Kehormatan non Bintang yang menggunakan uraian jasa agar
bersedia untuk dilakukan verifikasi dengan melakukan presentasi oleh calon penerima atau
pengusul dan jika diperlukan akan dilakukan peninjauan langsung.

d. Waktu Pengusulan
1) Untuk penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, Bintang
Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi, dan
Bintang Budaya Parama Dharma dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan
Republik Indonesia, usulan sudah kami terima paling lambat tanggal 31 Mei 2019;

2) Untuk penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dalam rangka Hari Pahlawan, usulan
sudah kami terima paling lambat akhir bulan September 2019;

3) Untuk penganugerahan Tanda Kehormatan yang penyematannya dilakukan oleh
Presiden, usulan sudah kami terima paling lambat 5 (lima bulan) bulan sebelumnya;

4) Untuk penganugerahan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan lainnya dalam
rangka hari-hari besar nasional lainnya atau hari ulang tahun instansi, usulan sudah
kami terima paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diacarakan;

5) Apabila usulan dimaksud belum kami terima sampai batas waktu yang telah ditentukan,
akan diproses pada tahun berikutnya.

e. Untuk usulan penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Sipil délam rangka Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia kepada Calon Penerima harus disertai
rekomendasi dari Pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1) Calon yang diusulkan merupakan kepala daerah melampirkan rekomendasi dari
Menteri Dalam Negeri;

2) Calon yang diusulkan merupakan Pimpinan/Pejabat BUMN melampirkan rekomendasi
dari Menteri BUMN,;

3) Calon yang diusulkan merupakan warga negara asing melampirkan rekomendasi dari
Menteri Luar Negeri.

f. Untuk usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, demi kelancaran
penyelesaian piagam dan petikan, mohon diperhatikan hal-hal berikut.

1) Data pendukung diberikan masing-masing 1 lembar (hanya yang terdapat nama calon)
dalam bentuk PDF (kecuali Daftar Riwayat Hidup singkat). Data dukung dimaksud
sebagai berikut:

a) SKCPNS

b) SK pangkat terakhir

¢) SK jabatan terakhir

d) DRH singkat (hardcopy dilampirkan 1 lembar)

2) Format usulan dalam bentuk portrait, dengan pembagian kolom:
No. Urut [ Nama/NIP | Pangkat/ Jabatan | Tanda Kehormatan yang Diusulkan |

3) Usulan tanda kehormatan dikelompokkan berurutan berdasarkan Satyalancana Karya
Satya mulai yang tertinggi, yaitu 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun.

4) Usulan disusun berurutan berdasarkan pangkat tertinggi.
5) Penulisan gelar pendidikan menggunakan ejaan Bahasa indonesia yang benar.

5. Untuk . . .
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8. Untuk usulan Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan kepada calon penerima yang
telah meninggal dunia. agar disertakan data ahli waris.

6. Khusus Kementenan/Lembaga yang akan menyusun landa penghargaan internal organisasi
agar memperhatikan seluruh peraturan perundangan tentang Gelar. Tanda Jasa dan Tanda
Kehormatan sebagai tanda penghargaan tertingg! sebagaimana lertera pada dasar surat pada
point 1 sampai dengan 4
Demikian. atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara Rl

2. Ketua. Wakil Ketua, dan Anggota Dewan GTK
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KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
TANDA KEHORMATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, perlu
menetapkan Pedoman Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan

Informatika tentang Pedoman Pengajuan Tanda Kehormatan.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa,
dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5023);

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan
Tanda Kehormatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5115);



3.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan

Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1019).

Maksud dan Tujuan

1.

Maksud disusunnya Pedoman Sekretaris Jenderal ini adalah sebagai
acuan bagi para pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika
maupun pemangku kepentingan (stakeholders) bidang komunikasi
dan informatika dalam mengajukan, menilai, dan memberikan Tanda

Kehormatan sesuai bidangnya.
Tujuan disusunnya Pedoman Sekretaris Jenderal ini adalah untuk

mewujudkan persamaan persepsi dan menjamin objektivitas dan
transparansi dalam proses pemberian Tanda Kehormatan baik bagi
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika
maupun pemangku kepentingan (stakeholders) bidang komunikasi

dan informatika.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Sekretaris Jenderal ini terdiri dari:

1. Tanda Kehormatan,;

2. persyaratan Tanda Kehormatan; dan

3. prosedur pengajuan Tanda Kehormatan.

Definisi

1. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan
Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau
organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap
bangsa dan negara.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.



Pemangku Kepentingan adalah pihak yang mempunyai kepentingan
terhadap kegiatan pemberian dan penerimaan Tanda Kehormatan,
yang terdiri seseorang yang bekerja secara perseorangan maupun pada
perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika.
Kementerian adalah  kementerian yang  menyelenggarakan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Unit Kerja adalah unit kerja tingkat eselon I di lingkungan
Kementerian yang merupakan entitas akuntansi sebagai unit
akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang yang wajib
menyelenggarakan sistem akuntansi.

Tim Penilai Tanda Kehormatan Unit Kerja yang selanjutnya disebut
Tim Penilai Unit Kerja adalah tim yang bertugas meneliti pengusulan
Tanda Kehormatan di Unit Kerjanya masing-masing dan memberikan
pertimbangan kepada Tim Penilai Tanda Kehormatan Kementerian
melalui Sekretariat Tim Penilai Kementerian tentang pengusulan
Tanda Kehormatan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang komunikasi dan informatika.

Tim Penilai Tanda Kehormatan Kementerian yang selanjutnya disebut
Tim Penilai Kementerian adalah tim yang bertugas memvalidasi
kelengkapan administrasi maupun substansi pengusulan Tanda
Kehormatan dari Tim Penilai Unit Kerja sebelum memberikan
rekomendasi kepada Menteri untuk mengusulkan Tanda Kehormatan
dimaksud kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan

Tanda Kehormatan.

BAB 11
TANDA KEHORMATAN

Tanda Kehormatan yang dapat diusulkan oleh Kementerian yakni:

1.

Bintang Sipil, terdiri atas:

a.
b.

Bintang Mahaputera; dan

Bintang Jasa.



2.

A.

Satyalancana Sipil, terdiri atas:

a.
b.

C.

Satyalancana Pembangunan;

Satyalancana Wirakarya; dan

Satyalancana Karya Satya.

BAB III

Persyaratan Penerima Tanda Kehormatan

Syarat Menerima Tanda Kehormatan

Untuk memperoleh Tanda Kehormatan harus memenuhi syarat:

1.

a.
b.

umum,; dan

khusus.

Syarat umum sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a

terdiri atas:

a.

™0 o0 o

warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang di wilayah
yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

memiliki integritas moral dan keteladanan;

berjasa terhadap bangsa dan negara;,

berkelakuan baik;

setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling

singkat S (lima) tahun.

Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b

untuk Bintang Mahaputera terdiri atas:

a.

berjasa luar biasa di bidang komunikasi dan informatika yang
bermanfaat bagi kemajuan kesejahteraan, dan kemakmuran
bangsa dan negara;

pengabdian dan pengorbanannya di bidang komunikasi dan
informatika yang besar manfaatnya bagi bangsa dan negara;
dan/atau

darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional

dan internasional.






